SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

Menimbang

Mengingat

PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk pengembangan usaha, penguatan struktur
permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada
Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan
modal melalui penyertaan modal kepada PT. Migas Kaltara
Jaya (Perseroda);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas
Migas Kaltara Jaya, Pemerintah Daerah perlu menunjang
permodalan Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya
melalui penyertaan modal daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas
Kaltara Jaya,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor




41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173):

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan
Terbatas Migas Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas
Migas Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menetapkan :

dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas

Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2019 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Perusahaan Perseroan Daerah Migas Kaltara Jaya
yang selanjutnya disebut PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan  kekayaan Daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal Daerah pada Perseroan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
Modal dasar Perseroan Daerah sebesar
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).
Porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada
PT Migas Kaltara Jaya (Perseroda) sebesar 100%
(seratus persen).
Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah
menyetor dan menempatkan modal kepada Perseroda
sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) secara bertahap sebagai berikut:

a. sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2019; dan

b. sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021.



(4) Pemerintah  Daerah  melakukan  penambahan
penyertaan modal dalam bentuk wuang kepada
Perseroda dan pembahasan penambahan penyertaan
modal tersebut melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Penambahan  penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar
Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(6) Apabila penambahan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum dapat direalisasikan
sebagian atau seluruhnya, maka Pemerintah Daerah
wajib mengalokasikan pada tahun anggaran 2025
dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salifian: sgsual dengan aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor
Sekretanai Daerah ‘Prov;nm Kalimantan Utara pada tanggal 20 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

W\ R &5/ ttd
MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIE.-197001032001121003 ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (10-169/2024)



